BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kualitas Pelayanan Publik
1. Pengertian Kualitas

Kualitas adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang,
kelompok, atau lembaga organisasi dalam kualitas cara kerja serta barang
dan jasa yang dihasilkan:"Kualitas-juga_dapat diartikan sebagai pemberi
kepuasanskepada_yang'dilayani baik ssecara internal maupun eksternal
yaitu,dengan memenuhi kebutuhan ataupun_tuntutan darimasyarakat atau
pelanggan:

Menurut' Juran (1993:(32) Kualitas‘adalah kecocokan penggunaan
produk (fitness for use): untuk. memenuhi’ kebutuhan dan kepuasan
pelanggan. Kecoeokan penggunaan itu-didasarkan pada lima ciri utama
berikut:

a. Teknologi, yaitu kekuatan, atau daya tahan.

b. “Psikelogis) yaitu citra rasa atau status.

C. Waktu, yaitu kehandalan:

d. Kontrakiual, yaitu-adanya jaminan:

e.mEtikayyaitu sopan santun, ramah-dansjujur.

Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk
mempunyai daya tahan penggunaan yang lama, meningkatkan citra atau
status konsumen yang memakainya, tidak mudah rusak, adanya jaminan
kualitas dan sesuai etika bila digunakan. Khusus untuk jasa diperlukan
pelayanan kepada pelanggan yang ramah, sopan serta jujur sehingga

dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan.



Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan
untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. kualitas
didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang
menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang

dispesifikasikan atau ditetapkan.

Menurut Gerson (2004 : 45), kualitas adalah apapun yang dianggap
pelanggan sebagai mutu.
Sementara itl,.~Kotler (2005 : 57) mendefinisikan kualitas adalah
keseluruhan sifatwsuatu "barang /atau 4asa yangwberpengaruh pada

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan’yang, diinginkan.

Menurut Wyckof y(Arief , 2004:118), kualitas ‘jasa adalah_tingkat
keunggulan'untuk memenuhi keinginan“dan.kebutuhan‘pelanggan. Baik
tidaknya kualitas tergantung kepada kemampuan penyedia jasa pelayanan

dalam memenuhi harapan pelanggan.secara konsisten.

Menurut-Garvin (1988) Kualitas adalahrsuatu_kondisi dinamis yang
berhubungan dengan-produk,, manusia/tenaga Kkerjay proses dan tugas,
serta.lingkungan yang memenuhi atau melebihi.harapan‘pelanggan atau
konsumen. Selera atau harapan konsumen pada /Suatu produk selalu
berubah sehingga kualitas_produk juga-harus berubah atau disesuaikan.
Dengan perubahan kualitas produk tersebut, diperlukan perubahan atau
peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan
tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat

memenuhi atau melebihi harapan konsumen.



Menurut beberapa definisi di atas dalam kata lain, kualitas adalah
sebuah bentuk pengukuran terhadap suatu nilai layanan yang telah
diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis suatu produk atau jasa

dalam memenuhi harapan konsumen.

Pelayanan Publik

Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak
berwujud dan cepat hilang; lebih dapat.dirasakan dari pada dimiliki, serta
pelanggandebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses penggunaan jasa
tersebut. Kondist*dan cepat lambatnya pertumbuhan,jasa akan sangat
bergantung. pada penilaian pelanggan-terhadap kinerja yang ditawarkan
oleh pihak produsen.

Undang-Undang:=No: 25, Tahun~2009: tentang*=Pelayanan Publik
mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan ataurangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk.atas barang
atau jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Pelayanan publik pada dasarnyatidak bisa terlepas dari masyarakat,
masyarakat yang, terdiri..dari~sekolompok®orang atau manusia selalu
membutuhkan pelayanan, meskipun pelayanan publik tidak bisa terlepas
pada admimisitrasi yang diatur oleh Negara. Pelayanan publik adalah
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Menurut B.Linois, dalam buku etika publik definisi pelayanan publik
adalah “semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur,
danjuga diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan
perkembangan kesaling-tergantungan sosial, dan pada
hakikatnya,perwujudannya sulit terlaksana tanpa campurtangan kekuatan

pemerintah”.

Pelayanan publik _dapatdiartikan sebagai pemberian layanan
keperluan orang~atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu.sesuai dengan ‘aturan pokok dan-tata cara yang telah
ditetapkan. Renyediaan pelayanan publik secaralangsung oleh pemerintah
dilakukan'melalui/sektor publik, yaitu badan = badan pemetintah, sekolah
millk ‘pemerintaly; kantor\pos, ‘perusahaan istrik, pemerintah, rumah sakit
milik pemerintah, dan-sebagainya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh
pemerintah dilaksanakan demj tujuan.agar tidakterjadi.penyalahgunaan.
Pemerintah_sebagai penyedia, harus bersiap secara professional dalam

menjalankanfungsinya sebagai penyedia,pelayanan‘publik.

menurut Dwiyanto-(2006);.pelayanan=publik adalah serangkaian
aktivitas, yang dilakukan: oleh.birokrasi.publik untuk memenuhi kebutuhan
warga pengguna. Pengguna“yang dimaksud-disini/adalah warga negara

yang membutuhkan peralatan publiks

Menurut sinambela dkk (2011), pelayanan publik merupakan
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok

dan tata cara yang telah ditetapkan.
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Sedangkan, Menurut Mahmudi (2010), pelayanan publik adalah
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan
publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik.
Warga negara berharap pelayanan,publik dapat melayani dengan kejujuran
dan pengelolaan sumber penghasilan™secara tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada“publik. Pelayanan. publik yang adil dan
dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan_skepercayaan publik.
Dibutuhkan etika jpelayanan publik sebagai pilar dan_kepercayaan publik

sebagai dasaruntuk mewujudkan/pemerintah yang baik:

Relayanan-publik  adalah [istilah_untuk«layanan yang disediakan
olen pemerintah kepada warga negaranya, baik secara-langsung melalui
sektor publik-atau. dengan‘membiayai pemberian layanan,swasta. Istilah ini
dikaitkan dengan-konsensus sosial biasanya diwujudkan melalui pemilihan
demokratis; yaitu bahwa layanan«tertentu harus tersedia untuk semua
kalangan tanpa mamandang .pendapatan  mereka: Bahkan apabila
layanan-layanan umum tersebut tersedia secara.umum atau dibiayai oleh
umum, layanan-layanantersebutkarena alasan politis atau sosial, berada
di bawah peraturan atau regulasi yang lebih tinggi daripada peraturan yang
berlaku untuk sektor ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah

lain untuk layanan sipil.
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3. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang
dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat
menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik
menunjukkan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia
layanan yang dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mendistribusikan
produk barang atau jasa-dengan mengutamakan kepuasan dan harapan
masyarakat sebagai pelanggan sesuai dengan standar pelayanan dan

asas-asas pelayanan publik.

Menurut Zauhar (2005), kualitas< pelayanan_adalahy penyesuaian
terhadap perincian — perincian./dimana kwalitas inizdipandang sebagai
dergjat keunggulan yangingin-dicapai, dilakukannya kontral terus menerus
dalam mencapai keungguian‘tersebut-dalam rangka memenuhikebutuhan
pengguna-jasa. Istilah Kualitas:ipelayanan/ publik tentunya tidak dapat

dipisahkan dari-persepsi tentang kualitas.

Standar.kualitas pelayanan yang digunakan oleh sebuah organisasi
mungkin, saja‘tidak berlaku=untuk oOrganisasi yangain. Karena pada
dasarnyasstandar. pelayanan yang digunakan-berbeda, tergantung dengan
kebijakan serta arah dari organisasi‘tersebut. Apabila jasa yang diterima
atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan

dipersepsikan baik atau memuaskan.



B.

13

Jenis Pelayanan Publik

Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya
kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya
sehingga pelayanan publik yang dilakukan ada beberapa macam dan
didasarkan pada ciri- ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta

produk pelayanan yang dihasilkan.

Pengelompokkan jenisgpelayanan publik berdasarkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63/KEP/M-PAN/7/2003wyaitu diantaranya :

14 /Pelayanan Administratif
Pelayanan- administratif adalah<jenis. pelayanan yang:.diberikan
oleh unit 'pelayanan: . berupa’ kegiatan<pencatatan, pengambilan
keputusan,; dokumentasi. dan “kegiatan tata’ usaha“lainnya secara
keseluruhan menghasilkan, produk-akhir berupa dokumen.
misalnya_:-Pembuatan Kartu' Tanda Penduduk (KTPR), Sertifikat Tanah,
Akta Kelahiran, Akta. Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
(BPKB),. Surat Tanda -Nomor. Kendaraan..(STNK), Azin Mendirikan
Bangunan‘(IMB)Paspar, dan sebagainya.
2. Pelayanan-Barang
Pelayanan barang*adalahpelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan pengolahan bahan
berwujud fisik termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada
konsumen langsung sebagai unit atau individu dalam satu sistem.
Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir

berwujud benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi
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penerimanya. Contoh jenis pelayanan ini adalah: pelayanan telepon,
penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.
Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan berupa penyediaan sarana
prasarana serta penunjangnya, produk akhirnya berupa jasa yang
mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis
terpakai dalam jangka waktu tertentu.

misalnya®™:_Pendidikan “tinggl_@dan_menengah, pemeliharaan
kesehatan; penyelenggaraan | transportasi, .. jasa pos, sanitasi
lingkungan, persampahan, penggulangan/eneana, pelayanan sosial.
Pelayanan Regulatif

Pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman
dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang

mengatur lingkungan kehidupan-masyarakai:

Menurut Keputusan MENPAN No.63 tahun 2003, berdasarkan
pola penyelenggaraan, pelayanan/ publik dikelompokkan menjadi

beberapa jenis, yaitu:

1. Fungsional
Pola pelayanan' publik diberikan/ oleh penyelenggara
pelayananpsesuai denganstiigas, fungsi dan kewenangannya.
2. Terpusat
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh
penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang
dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang

bersangkutan.
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3. Terpadu
a) Terpadu Satu Atap
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan
dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan
yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani
melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang
sudah dekat.,.dengan masyarakat tidak perlu disatu-
atapkan:
by Terpadu'Satu pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan
pada-satu tempat yang-meliputi-berbagai jenis pelayanan
yang memiliki keterkaitan-proses dandilayani melalui satu
pintu;
¢), Gugus-Tugas
Petugas’pelayanan._secara perorangan atau dalam
bentuk gugus tugas, ditempatkan pada*instansi pemberi

pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

C. Karakteristik Kualitas Pelayanan
Layanan jasarmemiliki empat karakteristik utama yang membedakan dengan
barang, yaitu:
1. Tidak berwujud (intangibity)
Layanan jasa adalah tidak nyata, tidak sama dengan produk fisik
(barang). Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan dicium, atau didengar sebelum
jasa atau layanan tersebut dibeli. Seorang konsumen akan percaya kepada
penyedia jasa apabila penyedia layanan mampu mengarahkan atau

meyakinkan konsumen agar bersedia membeli jasa yang ditawarkan.
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Tidak terpisahkan (Inseparability)

Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan di rasakan
pada waktu bersamaan, untuk selanjunya apabila dikehendaki oleh
seorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap
merupakan dari bagian tersebut.

Keanekaragaman atau Bervariasi (variability)

Mutu jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa disamping
waktu, tempat, dan bagaimana disediakan:.

Tidak Tahan/lama.atau Mudah lenyaps(perishability)

Jasa tidak- dapat disimpan untuk ‘dijualpatau~dipakai kemudian.
Mudahrenyapnya jasartidak menjadi masalah bilajpermintaan tetap karena

mudahsuntuk/lebih‘dahulu mengatur’staf untukimelakukan jasa.tersebut.

D.. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

Menurut ~Tjiptono _{1996), “dimensi-Kualitas gpelayanan publik adalah

sebagai berikut:

A

2.

Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti.
Ciri atau keistimewaand4ambahan‘(features), yaitu karakteristik sekunder
atau pelengkap:

Kehandalan,(realibility), yaitu kemungkinanskeeil' mengalami kerusakan
atau gagal dipakai.

Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesification), yaitu
sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-
standar yang ditetapkan sebelumnya.

Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama suatu

produk dapat terus digunakan.
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6. Serviceability, yaitu kecepatan konpetensi, kenyamanan, mudah
direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan.

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indra.

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.

Sedangkan, menurut Parasuraman (2012), terdapat lima dimensi pokok

dalam kualitas pelayanan publik,yaitu:

1. Tangibles,atau bukti fisik, yaitu, kemampuan“suatu perusahaan dalam
menunjukkan 'eksistensinya kepada pihakseksternak “Penampilan dan
kemampuan saranadan prasarana~fisik perusahaan' dan keadaan
lingkungan sekitarnya adalah bukti/nyata=dari pelayanan yang diberikan
oleh pemberijasa. Yang meliputi fasilitas (gedung, dan‘lain sebagainya),
perlengkapan dan-peralatan‘yang.digunakan (teknologi);'serta penampilan
pegawainya.

2. ‘Reliability atau keandalan; yaitu kemampuan organisasi untuk memberikan
pelayanan sesuai-yang.dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja
harus sesuai.dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu,
pelayanan yang, sama untukssemua pelanggan tanpa kesalahan, sikap

yang simpaitik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3. Responsiveness atau ketanggapan, Yyaitu suatu kemampuan untuk
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat
kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas

menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan.
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4. Assurance atau jaminan dan Kkepastian, yaitu pengetahuan,
kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk
menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri
dari beberapa komponen antara lain, komunikasi (communication),
kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompeten (competence), dan

sopan santun (courtesy).

5. Empathy, yaitu memberikan‘perhatian yang tulus dan bersifat individual
atau pribadigsyang diberikan kepada para. pelanggan dengan berupa
memahamt-keinginan konsumen: Di mapa suatu-perusahaan diharapkan
memiliki pengertian dan pengetahuan’ _tentang pelanggan,
memahamikebuttuhan pelanggan secara spesifiky” serta memiliki waktu

pengoperasian.yang nyaman bagi pelanggan.

E. | Indikator.Kualitas Pelayanan Publik
Menurut. Supriyono (2003), pelayanan‘publik yang berkualitas memiliki
beberapa‘krteria dantndikator sebagai berikut:
1. Tepat dangrelevan, artinya pelayanan harussmampu memenuhi profesi,
harapan dan kebttuhan individu@atau-masyarakat.
2. Tersedia damyierjangkau, artinya pelayamansharus dapat dijangkau oleh
setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas.
3. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberikan
perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang

sama.
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4. Dapat diterima, artinya pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat dari
teknis atau cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan,
dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif, dan manusiawi.

5. Ekonomis dan efisien, artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan
dapat dijangkau dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat.

6. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan

masyarakat.

Berdasarkan~Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman UmumaPenyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemesintah, telak ukur untuk
menilai tingkat kualitas-pelayanan publik terdiri dari indikator-indikator sebagai

berikut:

1. Prosedurpelayanan;yaitu kemudahan-tahapanpelayanan yang diberikan
kepada masyarakat-dilihat:dan sisi kesederhanaan alur-pelayanan.

2. Persyaratan: pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan.administrasi yang
diperlukan uniuk \ mendapatkan/ pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya.

3. Kejelasan petugas/pelayanan, yaituskeberadaan dandkepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan—serta kewenangan dan
tanggung jawabnya:

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan.
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Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat.

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongani/status masyarakat yang dilayani.

. Kesopanan danrkeramahan petugas,.yaitu, sikap dan perilaku petugas

dalam_memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghermati.

Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besamya biaya yang ditetapkan oleh unitipelayanany

Kepastian | biaya pelayanan,, yaitd~-kesesuaian antara hiaya yang
dibayarkan dengan-biaya yang telah ditetapkan.

Kepastian.jadwal pelayanan)'yaitu-pelaksanaan -waktu pelayanan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

Kenyamanan fingkungan, yaitu kondisiisarana dan prasarana pelayanan
yang bersihgrapi dan teratur' sehingga dapat'memberikan rasa nyaman
kepada penefimadpelayanan:

Keamanan:pelayanan, yaitu terjaminnya-tingkat-keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap

resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

F. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
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Pada hakekatnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik
yang menuju pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh aparatur atau
birokrat kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan penuh perhatian
sehingga diharapkan akan menimbulkan pandangan positif baik dari kalangan
pelanggan maupun aparatur yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu,
dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan dan berjalan

berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut skeputusan MENPAN No.63~tahun 2003, dalam proses
kegiatangpelayanan publik diaturjuga mengeénai prinsipypelayanan sebagai
pegangan dalam” mendukung jalannya kegiatan. Adapuny prinsip-prinsip

pelayanan‘publik adalah’ sebagai berikut:

1. Kesederhanaan. Presedur pelayanan publikstidak berbelit- belit, mudah
dipahamirdan mudah-dilaksanakan-

2. Kejelasan: Persyaratan teknis:dan-administratif pelayanan publik; unit
kerja "atau_pejabat yang berwenang dan  bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan
sengketa.dalam pelaksanaan-pelayanan publik; rincian biaya pelayanan
publikidan tata cara'pembayaran.

3. Kepastian—waktu. Pelaksamaan pelayanan—publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktuyangstelah'ditentukan.

4. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman
dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
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penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana
kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

8. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan
teknologi telekemunikasidan informatika:

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus
bersikap disiplinysopan dan santun, ramah/serta memberikan pelayanan
dengan ikhlas.

10. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus, tertiby teratur,~disediakan
ruang tungguiyang nyaman,bersiny#api, lingkungan yang indah dan sehat
serta dilengkapi~dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir,

toilet, tempat ibadah; dan lain‘lain.

G. Standar Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus‘memiliki standar pelayanan
dan dipublikasikan, sebagaiy gaminan ' adanya“ kepastian bagi penerima
pelayanan.

Menurut Triguno (1997), standar yang harus dicapai oleh seseorang,
kelompok, atau lembaga organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia,
kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang
dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik
internal maupun eksternal dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan

masyarakat.
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Menurut Keputusan MENPAN No.63 tahun 2003 standar pelayanan

publik meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.

Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi

dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.

. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan

termasuk pengaduan.

. Biaya pelayanan. Biaya atau tarif-pelayanan termasuk rinciannya yang

dititipkan dalam_proses,pemberian pelayanan.

. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yangsakan diterima sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

. Sarana dan prasarana. Penyedia,sarana dan prasarana pelayanan yang

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

~Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi

pelayanan harus ditetapkan'dengan. tepat berdasarkan pengetahuan,

Keahlian, keterampilan, sikap dan,perilaku yang dibutahkan

Berdasarkan -Undang-Undang Nomor 25 Tahun /2009 tentang

pelayanan publik menyebutkan, adapun komponen:.standar pelayanan publik

sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

Dasar Hukum

Setiap bentuk kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan, harus memiliki
dasar hukum yang disahkan oleh Peraturan Perundangan untuk
menandakan bahwa pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan
publik yang sah menurut hukum dan perundangan.

Sistem, Mekasisme dan Prosedur



24

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi
pemerintahan harus memiliki sistem yang jelas, mekanisme
pelaksanaan yang mudah diimplementasikan oleh seluruh masyarakat

serta harus memiliki prosedur.

. Jangka waktu Penyelesaian

Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah dalam
pelaksanaannya harus memiliki batas waktu penyelesaian kegiatan
yang efisiensPelayanan publik-yang “diberikan kepada masyarakat
dilakukan‘dalam.standart waktu yang singkat.

Biaya atau Farif

Pelayanan publik pada hakekatnya adalah bentuk pelayanan yang
diberikan/kepadmasyarakat.Oleh sebab itu biaya atau tarif.yang yang
diberikan/harus ‘memiliki,standart-hargaryang dapat dijangkau oleh
masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata~lain harga untuk
pelayanan publik-adalah"harga yang.murahs.

Produk Pelayanan

Pelayanan yang. diberikan oleh swatu organisasi dapat dikatakan
sebagai‘pelayanan publik apabila produk yang,dihasilkan dapat berupa
public good,public service-danadministration service.
SaranapRrasarana dan Fasilitas

Keefektipan pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi dapat
dilihat dari ketersediaan sarana dan prasaran dalam proses pemberian
pelayanan serta terdapat fasilitas yang memadai demi kenyamanan
pelanggan atau masyarakat.

Potensi Pelaksana
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Petugas pemberi pelayanan publik harus memiliki keahlian, kreativitas
serta kemampuan yang menyangkut sikap dan prilaku dalam
memberikan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Setiap organisasi pemerintahan harus memiliki sarana yang
menampung aspirasi masyarakat yang berisi kritik, saran dan juga
pengaduan.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberian
pelayanan publik kepada masyarakat.

9. Jumlah‘Pelaksana
Organisasipemerintahan memiliki pelaksanaspelayanan yang memadai

agar dalam pelaksanaan pemberian‘pélayanan-dapat berjalan efektif.

H. Unsur:Unsur Pelayanan-Publik
Terdapat empat unsur penting dalam-proses pelayanan publik, yaitu

menurut (Bharata, 2004:11):

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang/dapat memberikan suatu layanan
tertentukepada=_konsumen; balk™ berupa ¢ layanan /dalam bentuk
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).

2. Penerima layanan, yaitu "mereka yang disebut sebagai konsumen
(costomer) atau. customer “yang-menerima berbagai layanan dari
penyedia layanan.

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan

pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan
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yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat

dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur

sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.

3. Bertanggung jawabrkepada setiap“pelanggan sejak awal hingga akhir.
4. Mampu melayani secara/cepatdan tepat.

5. Mampu berkomunikasi.

6. /Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.

8./ Berusaha memahamikebutuhan/pelanggan:

9. Mampu memberikan-kepercayaan-kepada pelanggan.

I. “Asas-Asas Pelayanan Publik
Pelayanan _publik. harus memenuhi~ asas-asas  pelayanan yang
memuaskan ._pengguna jasa - penyelenggaraan - pelayanan. Menurut

Sinambela, dkk (2011)sasas-asas pelayananpublik adalah'sebagai berikut:

1. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah-dan*dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.

4. Partisipatif. Mendorong peran  serta  masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamanan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,
agama, ras, golongan;-gender dan-statusyekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan kewajiban.sPemberi.dan penerima pelayanan

publik harus.memenuhi hak dan kewajiban masing-‘masing pihak.

Terdapat bepberapa asas dalam  penyelenggaraan’, pelayanan
pemerintahan dan-perizinan yang harus diperhatikan, yaitumenurut (Ratminto

dan Winarsih, 2006:245)-diantaranya::

1..Empati.dengan customers. Pegawai yang melayani-urusan perizinan
dari instansi jpenyelenggara jasa perizinan harus. dapat/ berempati
dengan.masyarakat-pengguna jasa;pelayanan.

2. ‘Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin,
dengan demikian/konsep one stopsshopibenar-bepar'diterapkan.

3. Kejelasan—tatacara pelayanan. Tatacara-pelayanan harus didesain
sesederhana mungkin="danmdikemunikasikan kepada masyarakat
pengguna jasa pelayanan.

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-

benar diperlukan.
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. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani

masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas

mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.

. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal

mungkin dan setransparan mungkin.

. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan

juga harus pasti, sehingga.masyarakat memiliki gambaran yang jelas

dan tidak resah:

. Minimalisasi formulir. [Formulir-formulir harus,dirancang secara efisien,

sehingga akan- dihasilkan formulir kompositgatau“satu formulir yang

dapat dipakai untuk’berbagai keperluan:

. Maksimalisasi_-masa\, berlakunya’ izin:=<Untuk menghindarkan terlalu

seringnya masyarakat mengurus‘izin, maka masa berlakunya izin harus
ditetapkan selama-mungkin.

Kejelasan hak dan kewajiban: providers dan curtomers. Hak-hak dan
Kewajiban=kewajibanbaik bagi previders maupun bagi custamers harus
dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan

ganti‘rugi.

. Efektivitas penanganankeluhan: Pelayanan yang baik sedapat mungkin

harus ‘-menghindarkan terjadinya keluhan.-Akan tetapi jika muncul
keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat
memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif
sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan

baik.
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Sedangkan menurut Ibrahim (2008: 19) menyatakan bahwa pada
dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan
terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat lengkap, wajar dan
terjangkau. Oleh karena itu pelayanan publik mengandung dasar asas-asas

antara lain sebagai berikut :

1. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan
kondisi kebutuhan danskemampuan masyarakat untuk membayar,
berdasarkan_ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan-tetap berpegang pada efisiensifdan efektivitasnya.

2{ Mutu _preses keluaran dan hasil pelayanan _gpublik “tersebut harus
diupayakan sagar dapat, memberikan, keamanan, ‘\kenyamanan,
kelancaran,/dan kepastian'hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3w Apabila ‘pelayanan=publik-yang . diselenggarakan =oleh instansi atau
lembaga pemerintah; atau’pemerintahan terpaksa harus mahal, maka
berkewajiban memberi;. peluang kepada “masyarakat juntuk ikut

menyelenggarakannya.

Pengertian E-KTP

Tanda Penduduk elektronik‘e-KTPsatau KTP-elfadalah Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang dibuat-secara_elektronik, dalam artian baik dari segi
fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-
el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Program
KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat

kota sebagai proyek percontohan nasional.
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Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta
dan Denpasar. Sedangkan kabupaten atau kota lainnya secara resmi
diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang
pelaksanannya dibagi dalam dua tahap.Pelaksanaan tahap pertama dimulai
pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 april 2012 yang mencakup 67 juta
penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap
kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota

lainnya di Indonesias

Dapat— disimpulkan: “bahwa [ KTP . elektronik, adalah dokumen
kependudukaniwyang memuat sistem keamanan‘atau pengendalian baik dari
sisi; administrasi ataapun teknologi informasidengan berbasis pada basis data
kependudukan nasional. KTR-el sangat diperlukan-untuk-dapat menciptakan
sistem administrasi kependudukan-yang rapi.dan teratur dalam rangka
mempermudah pemberian. pelayanan publik oleh.pemerintah kepada seluruh

masyarakat.

Dinas\Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian
kegiatan penataan..dan penertiban dalam pen€rbitan dokumen dan data
kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan
informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register
Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan).
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Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang
untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Pencatatan sipil antara lain kelahiran,
lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan,
pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan
dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa
implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.
Untuk itu, setiap Peristiwa-Kependudukan.daniPeristiva Penting memerlukan
bukti yang _sah Antuk.dilakukan pengadministrasian,dan pencatatan sesuai

dengan Ketentban.Undang-Undang.

Kependudukan~sebenarnya merupakan,basis’utama dan fokus dari
segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan.pembangunan, baik
yang, bersifat \sektoral maupun-lintas. sektor, ‘terarah dan” terkait dengan
Penduduk, atau/dengan kata lain Penduduk harus.menjadi subjek sekaligus
objekfpembangunan. Kemudahan, bagi Penduduk untuk“memperoleh akses
pelayanan bidang-kependudukan dan Pencatatan SipilL.merupakan salah satu
indikator keberhasilan-Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum

kepada warganya.

Pencatatan_Sipil adalah=pencatatan Peristiwa [Penting yang dialami
oleh seseorang dalam“register catatansSipil pada Instansi Penyelenggara
pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta. Akta catatan sipil
adalah daftar yeng memuat data yang sebenarnya mengenai peristiwa
penting yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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1. Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

sebagai berikut:

a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi

Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang
profesional;

Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk
berperan serta dalam.pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
Memenuhi data statistik secara™nasional mengenai Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Mendukung perumusan kebijakan” __dan perencanaan

pembangunan secara hasional, regional, serta lokal;'"dan

Mendukungpembangunan sistem Administrasi,Kependudukan.

2. Penyelenggaraan -AAdministrasi- Kependudukan danwPencatatan Sipil

bertujuan-untuk:

a.

Memberikan  keabsahan identitas dan kepastian lhukum atas
dokumen Penduduk | untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami eleh Penduduk;

Memberikan perlindungan‘status hak sipil. Penduduk;

Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional
mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada
berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah
diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan

pembangunan pada umumnya,;
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d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional
dan terpadui;

e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi
sektor terkait dalampenyelenggaraan setiap  kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
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